KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN

RUANG LAUT
NOTA DINAS
Nomor: 1904/DJPKRL.1/HM.470/X/2024
Yth. : Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Hal : Penyampaian Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang

Dikecualikan di Lingkungan Ditjen PKRL Tahun 2024
Lampiran : 2 berkas
Tanggal : 8 Oktober 2024

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik dan
Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan.

Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan hasil pemutakhiran
Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Ditjen
PKRL Tahun 2024.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Ditandatangani
Secara Elektronik
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Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN



DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Lampiran 2

Nomor
Tanggal : 8 Oktober 2024

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

TAHUN 2024

: 1904/DJPKRL.1/HM.470/X/2024

No.

Informasi (berisi
informasi
tertentu yang
akan
dikecualikan)

Dasar Hukum
Pengecualikan
Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi
Publik (berisi uraian
konsekuensi/pertimbangannya)

Dibuka Ditutup

Jangka Waktu
(disebutkan jangka
waktunya)

Hasil identifikasi
calon penerima
Bantuan
Pemerintah
lingkup Ditjen
PKRL

1. Undang-Undang
Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan
Informasi Publik,
Pasal 17, huruf h.

2. Undang-undang
Nomor 43 Tahun
2009 Tentang
Kearsipan, Pasal
66

3.Undang-Undang

1. Melindungi Informasi Pribadi Calon
Penerima Bantuan.

Penyalahgunaan Informasi
oleh pihak yang tidak
bertanggung jawab, Penipuan
dan Pelanggaran Hukum 2. Mencegah Penipuan dan Pelanggaran

Hukum

3. Data masih bersifat sementara
sehingga belum bisa dibuka untuk publik

Setelah penerima
bantuan ditetapkan
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No. | Informasi (berisi | Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Jangka Waktu
informasi Pengecualikan Publik (berisi uraian (disebutkan jangka
tertentu yang Informasi konsekuensi/pertimbangannya) waktunya)
akan - -
dikecualikan) Dibuka Dltutup

Nomor 27 Tahun
2022 tentang
Perlindungan Data
Pribadi, Pasal 1
Ayat 2 dan Pasal 16
Ayat 1
2 Usulan nama 1. Undang-Undang | Data dapat dibuka dalam hal Informasi yang apabila dibuka dan Setelah penerima

calon pejabat
yang akan
memangku
jabatan tertentu
yang diajukan
dalam Baperjakat
lingkup Ditjen
PKRL

Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan
Informasi Publik,
Pasal 17, huruf h.

2. Undang-undang
Nomor 43 Tahun
2009 Tentang
Kearsipan, Pasal
66

3.Undang-Undang
Nomor 27 Tahun
2022 tentang
Perlindungan Data

kepentingan penyelidikan,
penyidikan dan pemeriksaan di

pengadilan.

diberikan kepada pemohon Informasi
Publik dapat mengungkap rahasia
pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil
evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,
intelektualitas dan rekomendasi
kemampuan seseorang.

bantuan ditetapkan
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Informasi (berisi | Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Jangka Waktu

informasi Pengecualikan Publik (berisi uraian (disebutkan jangka
tertentu yang Informasi konsekuensi/pertimbangannya) waktunya)
akan - -

Dibuka Ditutup

dikecualikan)

Pribadi, Pasal 1
Ayat 2 dan Pasal 16

Ayat 1

Hasil Assesment | 1. Undang-Undang | Data dapat dibuka dalam hal Informasi yang apabila dibuka dan 25 Tahun

Baperjakat Ditien | Nomor 14 Tahun kepentingan penyelidikan, diberikan kepada pemohon Informasi Selama Jangka

PKRL 2008 tentang penyidikan dan pemeriksaan di | Publik dapat mengungkap rahasia pribadi | Waktu yang
Keterbukaan pengadilan. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan | dibutuhkan untuk
Informasi Publik, kapabilitas, intelektualitas, dan perlindungan rahasia
Pasal 17, huruf h. rekomendasi kemampuan seseorang. pribadi

2. Undang-undang
Nomor 43 Tahun
2009 Tentang
Kearsipan, Pasal
66

3.Undang-Undang
Nomor 27 Tahun
2022 tentang
Perlindungan Data
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No. | Informasi (berisi | Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Jangka Waktu
informasi Pengecualikan Publik (berisi uraian (disebutkan jangka
tertentu yang Informasi konsekuensi/pertimbangannya) waktunya)
akan . .
dikecualikan) Dibuka Dltutup

Pribadi, Pasal 1
Ayat 2 dan Pasal 16
Ayat 1

4 Surat Keputusan | 1. Undang-Undang | Data dapat dibuka dalam hal Informasi yang apabila dibuka dan 25 Tahun
Pembinaan Nomor 14 Tahun kepentingan penyelidikan, diberikan kepada pemohon Informasi Selama Jangka
disiplin dan etika | 2008 tentang penyidikan dan pemeriksaan di | Publik dapat mengungkap rahasia Waktu yang
pegawai Keterbukaan pengadilan. pribadi. Hasil-hasil evaluasi sehubungan | dibutuhkan untuk

Informasi Publik,
Pasal 17, huruf h.

2. Undang-undang
Nomor 43 Tahun
2009 Tentang
Kearsipan, Pasal
66

3.Undang-Undang
Nomor 27 Tahun
2022 tentang
Perlindungan Data

dengan kapabilitas, intelektualitas, dan
rekomendasi kemampuan seseorang.

perlindungan rahasia
pribadi
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No. | Informasi (berisi | Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Jangka Waktu
informasi Pengecualikan Publik (berisi uraian (disebutkan jangka
tertentu yang Informasi konsekuensi/pertimbangannya) waktunya)
akan . .
dikecualikan) Dibuka Dltutup

Pribadi, Pasal 1
Ayat 2 dan Pasal 16
Ayat 1

5 Arsip 1. Undang-Undang | Data dapat Informasi yang apabila dibuka dan 25 Tahun

Kepegawaian Nomor 14 Tahun dibuka dalam hal kepentingan diberikan kepada Pemohon Informasi Selama Jangka
2008 tentang penyelidikan, penyidikan dan Publik dapat mengungkap rahasia Waktu yang
Keterbukaan pemeriksaan di pengadilan. pribadi. dibutuhkan untuk

Informasi Publik,
Pasal 17, huruf h.

2. Undang-undang
Nomor 43 Tahun
2009 Tentang
Kearsipan, Pasal
66

3.Undang-Undang
Nomor 27 Tahun
2022 tentang
Perlindungan Data

perlindungan rahasia
pribadi

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN




No. | Informasi (berisi | Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Jangka Waktu
informasi Pengecualikan Publik (berisi uraian (disebutkan jangka
tertentu yang Informasi konsekuensi/pertimbangannya) waktunya)
akan . .
dikecualikan) Dibuka Dltutup

Pribadi, Pasal 1
Ayat 2 dan Pasal 16
Ayat 1

6 Proses Seleksi 1. Undang-Undang | 1. Pengumuman dan Informasi yang apabila dibuka dan 25 Tahun
Jabatan Nomor 14 Tahun Penetapan Hasil Seleksi diberikan kepada Pemohon Informasi Selama Jangka
Pimpinan Tinggi | 2008 tentang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) | Publik dapat mengungkap rahasia Waktu yang
(JPT) (metode Keterbukaan pribadi. dibutuhkan untuk

seleksi, materi
seleksi, sistem
yang digunakan
pada setiap
tahapan
pengisian, seleksi
kompetensi,
laporan hasil
seleksi kepada
Pejabat Pembina
Kepegawaian.

Informasi Publik,
Pasal 17, huruf h.

2. Undang-undang
Nomor 43 Tahun
2009 Tentang
Kearsipan, Pasal
66

3.Undang-Undang
Nomor 27 Tahun
2022 tentang
Perlindungan Data

2. Data dapat

dibuka dalam hal kepentingan
penyelidikan, penyidikandan
pemeriksaan di pengadilan.

perlindungan rahasia
pribadi
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No. | Informasi (berisi | Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Jangka Waktu
informasi Pengecualikan Publik (berisi uraian (disebutkan jangka
tertentu yang Informasi konsekuensi/pertimbangannya) waktunya)
akan . .
dikecualikan) Dibuka Dltutup

Pribadi, Pasal 1
Ayat 2 dan Pasal 16
Ayat 1

7 Proses 1. UU No.14 Tahun | 1. Dapat dibuka hanya untuk Dapat menghambat penanganan Selesainya masalah

Penanganan 2008 Tentang KIP kepentingan proses permasalahan hukum (Pidana, Perdata, Hukum (Inkracht)

Masalah Hukum
di Lingkup Ditjen
PKRL

Pasal 17

2.Undang-Undang
Nomor 27 Tahun
2022 tentang
Perlindungan Data
Pribadi, Pasal 1
Ayat 2 dan Pasal 16
Ayat 1

penyelidikan dan penyidikan.

2. Dapat dibuka dalam hal
kepentingan pengawasan dan
pemeriksaan oleh aparat
pengawas internal dan
eksternal.

3. Dapat dibuka ketika masalah
hukum tersebut memperoleh
kekuatan hukum yang tetap.

TUN dan proses hukum lainnya)

Selama Jangka
Waktu yang
dibutuhkan untuk
perlindungan rahasia
pribadi
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No. | Informasi (berisi | Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Jangka Waktu
informasi Pengecualikan Publik (berisi uraian (disebutkan jangka
tertentu yang Informasi konsekuensi/pertimbangannya) waktunya)
akan . .
dikecualikan) Dibuka Dltutup

8 Data Pegawai 1. Undang-Undang | 1. Dapat dibuka dalam hal Pemohon Informasi Publik dapat Selesainya masalah

yang menjadi
saksi, ahli,
tersangka,
terdakwa atau
narapidana
lingkup Ditjen
PKRL

Nomor 14 Tahun
2008 tentang
keterbukaan
Informasi Publik,
Pasal 17 huruf a
danj

2. Undang-Undang
Nomor 27 Tahun
2022 tentang
Perlindungan Data
Pribadi, Pasal 1
Ayat 2 dan Pasal 16
Ayat 1

kepentingan proses
penyelidikan dan penyidikan.

menghambat proses penyelidikan dan
penyidikan.

2. Dapat dibuka dalam hal
kepentingan pengawasan dan
pemeriksaan oleh aparat
pengawas internal dan
eksternal.

3. Dapat dibuka ketika masalah
hukum tersebut memperoleh
kekuatan hukum yang tetap.

Hukum (Inkracht)
Selama Jangka
Waktu yang
dibutuhkan untuk
perlindungan rahasia
pribadi
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No. | Informasi (berisi | Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Jangka Waktu
informasi Pengecualikan Publik (berisi uraian (disebutkan jangka
tertentu yang Informasi konsekuensi/pertimbangannya) waktunya)
akan . .
dikecualikan) Dibuka Dltutup

9 Laporan 1. Pasal 17 huruf i 1. Dapat menimbulkan 1. Informasi yang tidak boleh 3 tahun setelah
Keuangan Undang-Undang kesalahan persepsi publik yang | diungkapkan berdasarkan Undang- Undang Undang
Sebelum diaudit | Nomor 14 Tahun mengambil angka laporan Undang Laporan Keuangan
(unaudited) 2008 keuangan unaudited karena Pemerintah Pusat
lingkup Ditjen tentangKeterbukaan | laporan tersebut belum diaudit | 2. Mencegah persepsi negatif publik diundangkan.
PKRL Informasi Publik sehingga angka masih dapat terhadap Kementerian Kelautan dan

beserta
penjelasannya.

2. Pasal 17 huruf
Undang-Undang
Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan
Informasi Publik
beserta
penjelasannya
juncto

Pasal 44 ayat (1)
huruf i dan ayat (2)

3. Undang-Undang
Nomor 43 Tahun
2009 tentang
Kearsipan beserta
penjelasannya.

berubah. Perikanan
2. Pegawai yang tidak
memenuhi ketentuan dalam
Pasal 44 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan beserta
penjelasannya diancam pidana
sesuai ketentuan Pasal 85
UndangUndang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan
beserta penjelasannya.
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No. | Informasi (berisi | Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Jangka Waktu
informasi Pengecualikan Publik (berisi uraian (disebutkan jangka
tertentu yang Informasi konsekuensi/pertimbangannya) waktunya)
akan - -
dikecualikan) Dibuka Ditutup

10 | Data 1. Undang-Undang | Data dapat dibuka, dalam hal Dalam penyelesaian indikasi Kerugian 25 Tahun

Penyelesaian
Kerugian Negara
Ditjen PKRL

Nomor 1 Tahun
2004 tentang
Perbendaharaan
Negara

2. Undang-Undang
Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan
Informasi Publik,
Pasal 17 huruf J

3. Undang-Undang
Nomor 43 Tahun
2009 tentang
Kearsipan beserta
penjelasannya

kepentingan penyelidikan,
penyidikan, dan pemeriksaan di
pengadilan

Negara, diperlukan tahapan-tahapan
penyelesaian oleh Tim Penyelesaian
Kerugian Negara (TPKN) yang akan
ditetapkan oleh Pejabat Penyelesaian
Kerugian Negara, yang akan
memutuskan terdapat kelalaian/bukan
kelalaian. Putusan tersebut akan menjadi
kewajiban bagi penanggung jawab
kerugian negara tersebut baik berupa
pembebanan maupun pembebasan
pembebanan.
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No.

Informasi (berisi
informasi

Dasar Hukum
Pengecualikan

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi
Publik (berisi uraian

Jangka Waktu
(disebutkan jangka

tertentu yang Informasi konsekuensi/pertimbangannya) waktunya)
akan - -
dikecualikan) Dibuka Ditutup

11 | Tindak Lanjut 1. Undang-Undang | Data dapat dibuka, dalam hal KKP akan menindaklanjuti temuan 25 Tahun

Hasil Temuan
Pemeriksaan
BPK Rl

Nomor 1 Tahun
2004 tentang
Perbendaharaan
Negara

2. Undang-Undang
Nomor 15 Tahun
2006 tentang Badan
Pemeriksa
Keuangan

3. Undang-Undang
Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan
Informasi Publik,
Pasal 17 huruf J

4. Undang-Undang
Nomor 43 Tahun
2009 tentang
Kearsipan beserta
penjelasannya

kepentingan penyelidikan,
penyidikan, dan pemeriksaan di
pengadilan

pemeriksaan BPK Rl sesuai dengan
rekomendasi pada Tindak Lanjut Temuan
Hasil Pemeriksaan BPK Rl kepada Unit
Kerja terkait
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12

Informasi di
dalam surat
perjanjian
pengadaan
barang/jasa
pemerintah
lingkup Ditjen
PKRL, antara lain
meliputi namun
tidak terbatas
pada:

a. rahasia pribadi;
b. melanggar hak
atas kekayaan
intelektual;
dan/atau

c. berpotensi
menimbulkan
persaingan usaha
tidak sehat

Kode Arsip: PL1
Pengadaan
(menggunakan
kode klasifikasi
yang paling
tersier/terkecil
sesuai dengan
jenis
barang/jasa dan

a. Pasal 17 huruf b
dan huruf h angka
3, huruf j Undang-
Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang
Keterbukaan
Informasi Publik,
beserta
penjelasannya.

beserta
penjelasannya
juncto Pasal 79 ayat
(3) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun
2013 tentang
Perubahan Atas
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2006 tentang
Administrasi
Kependudukan,
beserta
penjelasannya.

beserta
penjelasannya
juncto Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 13,
dan Pasal 14
Undang-Undang
Nomor 30 Tahun
2000 tentang

a. Dapat menghambat proses
pengadaan
barang dan jasa.

b. Dapat menimbulkan
persaingan usaha

tidak sehat antar penyedia,
yang dapat mengganggu
proses pengadaan barang/jasa.

c. Dapat terjadi
penyalahgunaan informasi,
misalnya untuk melakukan
penipuan, dengan
menggunakan informasi rahasia
pribadi seseorang.

d. Setiap orang yang tidak
memenuhi ketentuan dalam
Pasal 79 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
diancam pidana penjara atau
denda sesuai ketentuan Pasal
95 A UndangUndang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan,
beserta penjelasannya.

a. Mencegah terjadinya persaingan
usaha tidak sehat antar penyedia, yang
dapat mengganggu proses pengadaan
barang/jasa.

b. Melindungi pelaku pengadaan.

c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan
informasi, misalnya untuk melakukan
penipuan, dengan menggunakan
informasi rahasia pribadi seseorang.

d. Pegawai terhindar dari ancaman
pidana sesuai ketentuan Pasal 85
UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, beserta
penjelasannya

Sesuai dengan
ketentuan mengenai
jadwal retensi arsip
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan.
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cara Rahasia Dagang,
pengadaannya) beserta e. Barang siapa dengan
penjelasannya. sengaja dan tanpa hak
menggunakan Rahasia Dagang
pihak lain dikenakan sanksi
pidana penjara dan/atau denda
sebagaimana diatur dalam
Pasal 17 ayat (1)
UndangUndang Nomor 30
Tahun 2000 tentang Rahasia
Dagang, beserta
penjelasannya.
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No. | Informasi (berisi | Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Jangka Waktu
informasi Pengecualikan Publik (berisi uraian (disebutkan jangka
tertentu yang Informasi konsekuensi/pertimbangannya) waktunya)
akan . .
dikecualikan) Dibuka Dltutup

13 | Informasi arsip a. Pasal 17 huruf i a. Dapat mengganggu a. Melindungi keamanan arsip yang 10 Tahun

yang bersifat
terbatas, rahasia,
dan sangat
rahasia dalam
dokumen
pemindahan arsip
lingkup Ditjen
PKRL, antara lain
meliputi namun
tidak terbatas
pada:

a. Usulan
pemindahan arsip
b. Berita Acara
Pemindahan
Arsip

b. Daftar Arsip
yang dipindahkan

Kode Arsip:
KA3.0
Pemindahan
Arsip Inakif

Undang-Undang
Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan
Informasi Publik,
beserta
penjelasannya

b. Pasal 17 huruf
Undang-Undang
Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan
Informasi Publik
beserta
penjelasannya
juncto Pasal 44 ayat
(1) huruf i dan ayat
(2) Undang Undang
Nomor 43 Tahun
2009 tentang
Kearsipan, beserta
penjelasannya

keamanan arsip yang bersifat
terbatas, rahasia, dan sangat
rahasia.

b. Pegawai yang tidak
memenuhi ketentuan dalam
Pasal 44 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan diancam
pidana sesuai ketentuan Pasal
85 Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan,
beserta penjelasannya.

bersifat terbatas, rahasia, dan sangat
rahasia

b. Pegawai terhindar dari ancaman
pidana sesuai ketentuan Pasal 85
Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, beserta
penjelasannya
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No.

Informasi (berisi
informasi
tertentu yang
akan
dikecualikan)

Dasar Hukum
Pengecualikan
Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi
Publik (berisi uraian
konsekuensi/pertimbangannya)

Dibuka

Ditutup

Jangka Waktu
(disebutkan jangka
waktunya)

14

Dokumen
pemusnahan
arsip lingkup
Ditjen PKRL,
antara lain
meliputi namun
tidak terbatas
pada:

a. Berita Acara
Penilaian Arsip
Usul Musnah
b. Persetujuan
Pemusnahan
Arsip dari Arsip
Nasional
Republik
Indonesia

Kode Arsip: KA41
(Pemusnahan
Arsip) KA3.1 -
Pemusnahan
Arsip

a. Pasal 17 huruf i
Undang-Undang
Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan
Informasi Publik,
beserta
penjelasannya

b. Pasal 17 huruf
Undang-Undang
Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan
Informasi Publik
beserta
penjelasannya
juncto Pasal 44 ayat
(1) huruf i dan ayat
(2) UndangUndang
Nomor 43 Tahun
2009 tentang
Kearsipan, beserta
penjelasannya

a. Dapat mengganggu proses
pemusnahan arsip

b. Pegawai yang tidak
memenuhi ketentuan dalam
Pasal 44 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan diancam
pidana sesuai ketentuan Pasal
85 Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan
beserta penjelasannya

a. Melindung proses pemusnahan arsip

b. Pegawai terhindar dari ancaman
pidana sesuai ketentuan Pasal 85
Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, beserta
penjelasannya

Setelah Berita Acara
Pemusnahan
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No. | Informasi (berisi | Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Jangka Waktu
informasi Pengecualikan Publik (berisi uraian (disebutkan jangka
tertentu yang Informasi konsekuensi/pertimbangannya) waktunya)
akan
dikecualikan) Dibuka Dltutup

15 | Database Pasal 17 huruf | a. Dapat terjadi a. Melindungi proses pengelolaan arsip 10 Tahun
Kearsipan lingkup | UndangUndang penyalahgunaan informasi,

Ditien PKRL Nomor 14 Tahun misalnya untuk mengganggu b. Menjamin keselamatan dan keamanan
2008 tentang proses pengelolaan arsip arsip
Keterbukaan
Kode Arsip: Informasi Publik b. Pegawai yang tidak c. Pegawai terhindar dari ancaman
KA2.0 — beserta memenuhi ketentuan pidana sesuai ketentuan Pasal 85
Pengelolaan penjelasannya Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009
Arsip Aktif juncto Pasal 3 huruf tentang Kearsipan, beserta

¢ dan huruf f
Undang-Undang
Nomor 43 Tahun
2009 tentang
Kearsipan, beserta
penjelasannya

penjelasannya

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN




No. | Informasi (berisi | Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Jangka Waktu
informasi Pengecualikan Publik (berisi uraian (disebutkan jangka
tertentu yang Informasi konsekuensi/pertimbangannya) waktunya)
akan . .
dikecualikan) Dibuka Dltutup

16 | Laporan Hasil 1. Undang-Undang | 1. Dapat dibuka dalam hal 1. Menghindari penyalahgunaan data 5 Tahun setelah

Pengawasan
Intern, yang
meliputi Audit,
Pemantauan,
Evaluasi, Reviu
dan pengawasan
lainnya, termasuk
Kertas Kerja
Pengawasan
lingkup Ditjen
PKRL

Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan
Informasi Publik,
Pasal 17, huruf i
dan huruf j.

2. Undang-Undang
Nomor 24 Tahun
2013 tentang
Perubahan Atas
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2006 tentang
Administrasi,
Kependudukan,
beserta
penjelasannya.

3. Undang-Undang
Nomor 27 Tahun
2022 tentang
Perlindungan Data
Pribadi, Pasal 1
Ayat 2 dan Pasal 16
Ayat 1.

kepentingan pemeriksaan oleh pihak yang tidak berkepentingan.
perkara pidana di pengadilan.
2. Menjaga hak dan privasi dari pemilik
2. Dapat dibuka dalam hal data.
kepentingan pengawasan dan
pemeriksaan oleh aparat
pengawas internal dan

eksternal.

penciptaan arsip dan
akan dinilai kembali
oleh unit pengelola
arsip, atau selama
jangka waktu yang
dibutuhkan untuk
perlindungan rahasia
pribadi dalam hal
terdapat informasi
pribadi

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN




No.

Informasi (berisi
informasi
tertentu yang
akan
dikecualikan)

Dasar Hukum
Pengecualikan
Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi
Publik (berisi uraian
konsekuensi/pertimbangannya)

Dibuka

Ditutup

Jangka Waktu
(disebutkan jangka
waktunya)

4. Undang-Undang
Nomor 43 Tahun
2009 tentang
Kearsipan, beserta
penjelasannya

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN




No. | Informasi (berisi | Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Jangka Waktu
informasi Pengecualikan Publik (berisi uraian (disebutkan jangka
tertentu yang Informasi konsekuensi/pertimbangannya) waktunya)
akan
dikecualikan) Dibuka Dltutup

17 | Data dan 1. Undang-Undang | 1. Diberikan berupa rekapitulasi | 1. Menghindari penyalahgunaan data 5 Tahun setelah
Informasi Nomor 14 Tahun pengaduan oleh pihak yang tidak berkepentingan. penciptaan arsip dan
Pengaduan 2008 Tentang 2. Menjaga hak dan privasi dari pemilik akan dinilai kembali
Masyarakat dan Keterbukaan 2. Pengelola Pengaduan dapat | data. oleh unit pengelola
LHP atas Informasi Publik, mempublikasikan jumlah, dan arsip, atau selama
Pengaduan Pasal 17, huruf a. status penyelesaian Pengaduan jangka waktu yang
Masyarakat kepada masyarakat. dibutuhkan untuk
lingkup Ditjen 2. Undang-Undang perlindungan rahasia
PKRL Nomor 24 Tahun pribadi dalam hal

2013 tentang terdapat informasi

Perubahan Atas
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2006 tentang
Administrasi
Kependudukan,
beserta
penjelasannya.

3. Undang-Undang
Nomor 27 Tahun
2022 tentang
Perlindungan Data
Pribadi, Pasal 1
Ayat 2 dan Pasal 16
Ayat 1.

pribadi

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN




No.

Informasi (berisi
informasi
tertentu yang
akan
dikecualikan)

Dasar Hukum
Pengecualikan
Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi
Publik (berisi uraian
konsekuensi/pertimbangannya)

Dibuka

Ditutup

Jangka Waktu
(disebutkan jangka
waktunya)

4. Undang-Undang
Nomor 43 Tahun
2009 tentang
Kearsipan, beserta
penjelasannya

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN




No. | Informasi (berisi | Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Jangka Waktu
informasi Pengecualikan Publik (berisi uraian (disebutkan jangka
tertentu yang Informasi konsekuensi/pertimbangannya) waktunya)
akan . .
dikecualikan) Dibuka Dltutup

18 | Data Pendukung | 1. Undang-Undang | 1. Dapat dibuka dalam hal Informasi yang tidak boleh diungkapkan | 5 Tahun setelah

Tindak Lanjut
Rekomendasi
hasil
pengawasan ltjen
KKP/pemeriksaan
BPK-RI lingkup
Ditjen PKRL

Nomor 14 Tahun
2008 Pasal 17 huruf
i

2. Undang-Undang
Nomor 24 Tahun
2013 tentang
Perubahan Atas
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2006 tentang
Administrasi
Kependudukan,
beserta
penjelasannya.

3. Undang-Undang
Nomor 27 Tahun
2022 tentang
Perlindungan Data
Pribadi, Pasal 1
Ayat 2 dan Pasal 16
Ayat 1.

4. Undang-Undang
Nomor 43 Tahun

kepentingan pemeriksaan
perkara pidana di pengadilan.

berdasarkan Undang-Undang.

2. Dapat dibuka dalam hal
kepentingan pengawasan dan
pemeriksaan oleh aparat
pengawas internal dan
eksternal.

penciptaan arsip dan
akan dinilai kembali
oleh unit pengelola
arsip, atau selama
jangka waktu yang
dibutuhkan untuk
perlindungan rahasia
pribadi dalam hal
terdapat informasi
pribadi

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN




No. | Informasi (berisi | Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Jangka Waktu
informasi Pengecualikan Publik (berisi uraian (disebutkan jangka
tertentu yang Informasi konsekuensi/pertimbangannya) waktunya)
akan . .
dikecualikan) Dibuka Dltutup

2009 tentang
Kearsipan, beserta
penjelasannya.

19 | LHP yang 1. Undang-Undang | 1. Dapat dibuka dalam hal 1. Menghindari penyalahgunaan data 5 Tahun setelah
diserahkan Nomor 14 Tahun kepentingan pemeriksaan oleh pihak yang tidak berkepentingan. penciptaan arsip dan
kepada Aparat 2008 Pasal 17 huruf | perkara pidana di pengadilan. akan dinilai kembali
Penegak Hukum | i. 2. Menjaga hak dan privasi dari pemilik oleh unit pengelola
lingkup Ditjen 2. Dapat dibuka dalam hal data. arsip, atau selama
PKRL 2. Undang-Undang | kepentingan pengawasan dan jangka waktu yang

Nomor 24 Tahun
2013 tentang
Perubahan Atas
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2006 tentang
Administrasi

pemeriksaan oleh aparat
pengawas internal dan
eksternal.

dibutuhkan untuk
perlindungan rahasia
pribadi dalam hal
terdapat informasi
pribadi

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN




No.

Informasi (berisi
informasi
tertentu yang
akan
dikecualikan)

Dasar Hukum
Pengecualikan
Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi
Publik (berisi uraian
konsekuensi/pertimbangannya)

Dibuka

Ditutup

Jangka Waktu
(disebutkan jangka
waktunya)

Kependudukan,
beserta
penjelasannya.

3. Undang-Undang
Nomor 27 Tahun
2022 tentang
Perlindungan Data
Pribadi, Pasal 1
Ayat 2 dan Pasal 16
Ayat 1.

4. Undang-Undang
Nomor 43 Tahun
2009 tentang
Kearsipan, beserta
penjelasannya.

20

Data identitas
pelaku usaha
Perizinan
Pemanfaatan
Jenis Ikan (SIPJI)

1. UU No. 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan
Informasi Publik
Pasal 17 huruf b
dan huruf h.

Data dapat dibuka dalam hal
kepentingan penyelidikan,
penyidikan, dan pemeriksaan di

pengadilan

Dapat mengganggu kepentingan
perlindungan dari persaingan usaha tidak
sehat

10 Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN




No. | Informasi (berisi | Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Jangka Waktu
informasi Pengecualikan Publik (berisi uraian (disebutkan jangka
tertentu yang Informasi konsekuensi/pertimbangannya) waktunya)
akan
dikecualikan) Dibuka Ditutup

21 | Dokumen Surat 1. UU No. 14 Tahun | Data dapat dibuka dalam hal Dapat menggangu persaingan dan usaha | 10 Tahun
Izin Pemanfaatan | 2008 tentang kepentingan penyelidikan, yang tidak sehat
Jenis lkan (SIPJI) | Keterbukaan penyidikan, dan pemeriksaan di

Informasi Publik pengadilan
Pasal 17 huruf h.

22 | Data identitas 1. UU No. 14 Tahun | Data dapat dibuka dalam hal Dapat mengganggu kepentingan 10 Tahun
Pelaku Usaha 2008 tentang kepentingan penyelidikan, perlindungan dari persaingan usaha tidak
perizinan SAJI Keterbukaan penyidikan, dan pemeriksaan di | sehat dan dapat mengungkap data
dan Informasi Publik pengadilan pribadi pelaku usaha
Rekomendasi Pasal 17 huruf b

dan huruf h.

23 | Dokumen Surat 1. UU No. 14 Tahun | Data dapat dibuka dalam hal Terdapat data informasi pengiriman dan | 10 Tahun
Angkut Jenis lkan | 2008 tentang kepentingan penyelidikan, penerima serta mengungkap pribadi
(SAJI) dalam Keterbukaan penyidikan, dan pemeriksaan di | pelaku usaha
negeri dan luar Informasi Publik pengadilan
negeri beserta Pasal 17 huruf b
Rekomendasi dan huruf h.

24 | Data pelaku 1. UU No. 14 Tahun | Data dapat dibuka dalam hal Dapat mengganggu kepentingan 10 Tahun
usaha perizinan 2008 tentang kepentingan penyelidikan, perlindungan dari persaingan usaha tidak
pemanfaatan Keterbukaan penyidikan, dan pemeriksaan di | sehat
kawasan Informasi Publik pengadilan
konservasi Pasal 17 huruf b

berupa akta
pendirian usaha

dan huruf h.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN




No. | Informasi (berisi | Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Jangka Waktu
informasi Pengecualikan Publik (berisi uraian (disebutkan jangka
tertentu yang Informasi konsekuensi/pertimbangannya) waktunya)
akan
dikecualikan) Dibuka Ditutup
dan lokasi detalil
usaha

25 | Dokumen Surat 1. UU No. 14 Tahun | Data dapat dibuka dalam hal Dapat mengganggu kepentingan 10 Tahun
Izin Usaha 2008 tentang kepentingan penyelidikan, perlindungan dari persaingan usaha tidak
Pemanfaatan Keterbukaan penyidikan, dan pemeriksaan di | sehat
Kawasan Informasi Publik pengadilan
Konservasi Pasal 17 huruf b
(SIUPKK) dan huruf h.

26 | Dokumen izin 1. UU No. 14 Tahun | Data dapat dibuka dalam hal Terdapat data informasi pengiriman dan | 10 Tahun
aktivitas 2008 tentang kepentingan penyelidikan, penerima serta mengungkap pribadi
pemanfaatan Keterbukaan penyidikan, dan pemeriksaan di | pemohon
kawasan Informasi Publik pengadilan
konservasi (karcis | Pasal 17 huruf b
masuk PAP, dan huruf h.
tanda masuk
kegiatan
dpenelitian, dan
tanda masuk
kegiatan
pendidikan)

27 | Data identitas 1. UU No. 14 Tahun | Data dapat dibuka dalam hal Dapat mengganggu kepentingan 10 Tahun

pelaku usaha
perizinan

2008 tentang
Keterbukaan
Informasi Publik

kepentingan penyelidikan,
penyidikan, dan pemeriksaan di
pengadilan

perlindungan dari persaingan usaha tidak
sehat dan dapat mengungkap rahasia
pribadi pelaku usaha

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN




No. | Informasi (berisi | Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Jangka Waktu
informasi Pengecualikan Publik (berisi uraian (disebutkan jangka
tertentu yang Informasi konsekuensi/pertimbangannya) waktunya)
akan - -
dikecua"kan) Dibuka Dltutup
pemanfaatan Pasal 17 huruf b
pulau-pulau kecil | dan huruf h.

28 | Dokumen 1. UU No. 14 Tahun | Data dapat dibuka dalam hal Dapat mengganggu kepentingan 10 Tahun
perizinan 2008 tentang kepentingan penyelidikan, perlindungan dari persaingan usaha tidak
pemanfaatan Keterbukaan penyidikan, dan pemeriksaan di | sehat dan dapat mengungkap rahasia
pulau-pulau kecil | Informasi Publik pengadilan pribadi pelaku usaha

Pasal 17 huruf b
dan huruf h.

29 | Data identitas 1. UU No. 14 Tahun | Data dapat dibuka dalam hal Dapat mengganggu kepentingan 10 Tahun
pelaku usaha 2008 tentang kepentingan penyelidikan, perlindungan dari persaingan usaha tidak
perizinan Keterbukaan penyidikan, dan pemeriksaan di | sehat dan mengungkap data rahasia
berusaha Informasi Publik pengadilan pelaku usaha

pemanfaatan air
laut,
biofarmakologi
dan bioteknologi,
produksi garam,
reklamasi, wisata
bahari,
pengangkatan
BMKT, dan
pengelolaan hasil
sedimentasi laut

Pasal 17 huruf b
dan huruf h.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN




No. | Informasi (berisi | Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Jangka Waktu
informasi Pengecualikan Publik (berisi uraian (disebutkan jangka
tertentu yang Informasi konsekuensi/pertimbangannya) waktunya)
akan
dikecualikan) Dibuka Dltutup

30 | Dokumen 1. UU No. 14 Tahun | Data dapat dibuka dalam hal 1. Dokumen masih dalam proses (belum | 10 Tahun
rekomendasi 2008 tentang kepentingan penyelidikan, final)
teknis terhadap Keterbukaan penyidikan, dan pemeriksaan di
perizinan yang Informasi Publik pengadilan 2. Apabila dibuka dapat mengganggu
mendukung Pasal 17 huruf b. kepentingan perlindungan dan
kesesuaian persaingan usaha.
kegiatan
pemanfaatan
ruang laut
(KKPRL)

31 | Dokumen 1. UU No. 14 Tahun | Data dapat dibuka dalam hal Dapat mengganggu kepentingan 10 Tahun
perizinan 2008 tentang kepentingan penyelidikan, perlindungan dari persaingan usaha tidak
berusaha Keterbukaan penyidikan, dan pemeriksaan di | sehat dan mengungkap data rahasia

pemanfaatan air
laut,
biofarmakologi
dan bioteknologi,
produksi garam,
reklamasi, wisata
bahari,
pengangkatan
BMKT, dan
pengelolaan hasil
sedimentasi laut

Informasi Publik
Pasal 17 huruf b

pengadilan

pelaku usaha

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN




No. | Informasi (berisi | Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Jangka Waktu
informasi Pengecualikan Publik (berisi uraian (disebutkan jangka
tertentu yang Informasi konsekuensi/pertimbangannya) waktunya)
akan
dikecualikan) Dibuka Ditutup

32 | Data identitas 1. UU No. 14 Tahun | Data dapat dibuka dalam hal Dapat mengganggu kepentingan 10 Tahun
pelaku usaha 2008 tentang kepentingan penyelidikan, perlindungan dari persaingan usaha tidak
yang mengajukan | Keterbukaan penyidikan, dan pemeriksaan di | sehat dan mengungkap data rahasia
perizinan Informasi Publik pengadilan pelaku usaha
Kesesuaian Pasal 17
Kegiatan
Pemanfaatan
Ruang Laut
(KKPRL)

33 | Dokumen 1. UU No. 14 Tahun | Data dapat dibuka dalam hal Dapat mengganggu kepentingan 10 Tahun
perizinan 2008 tentang kepentingan penyelidikan, perlindungan dari persaingan usaha tidak
Kesesuaian Keterbukaan penyidikan, dan pemeriksaan di | sehat dan mengungkap data rahasia
Kegiatan Informasi Publik pengadilan pelaku usaha
Pemanfaatan Pasal 17 huruf b
Ruang Laut dan huruf h.

(KKPRL) beserta
dokumen
pendukungnya

34 | Data Lokasi 1. UU No. 14 Tahun | Data dapat dibuka dalam hal Dapat yang belum terverifikasi 10 Tahun
BMKT yang 2008 tentang kepentingan penyelidikan, dikhawatirkan dapat merugikaan
belum diverifikasi | Keterbukaan penyidikan, dan pemeriksaan di | ketahanan ekonomi nasional

Informasi Publik
Pasal 17 huruf e
angka 1

pengadilan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN




No. | Informasi (berisi | Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Jangka Waktu
informasi Pengecualikan Publik (berisi uraian (disebutkan jangka
tertentu yang Informasi konsekuensi/pertimbangannya) waktunya)
akan - -
dikecualikan) Dibuka Ditutup

35 | Raw Data Hasil 1. UU No. 14 Tahun | Dapat diberikan Laporan Untuk menghindari penyalahgunaan 10 Tahun

Kegiatan
Monitoring
Pengelolaan
Kelautan dan
Ruang Laut

2008 tentang
Keterbukaan
Informasi Publik
Pasal 17 huruf b
dan huruf h.

2. Undang-Undang
Nomor 19 Tahun
2002 tentang Hak
Cipta

berupa data yang sudah diolah | untuk kepntingan pribadi dan kelompok

dan dianalisis

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan

Ruang Laut

3, S
v,
eLayran

Kusdiantoro

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

Ditandatangani
Secara Elektronik




